
WALIKOTA BANDAACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR35TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KOTA BANDA ACEH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar

obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan

melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran APBD;

b.bahwa dalam rangka adanya pemberian bantuan dari

pemerintah pusat untuk pemenuhan prasarana dan alat

kesehatan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian

Kesehatan Nomor HK.02.02/III/8224/2022 tentang Daftar

Penerima (Lokus) Bantuan Pemerintah Berupa Bantuan

Lainnya Dalam Bentuk Uang Untuk Pemenuhan Prasarana

dan Alat Kesehatan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi

Nasional (PEN) Pada Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah

Tahun Anggaran 2022, perlu mengubah Peraturan Walikota

Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda

Aceh Tahun Anggaran 2022;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu

Peraturan Walikota;

Mengingat
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4455);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembai'an Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terkahir dengan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4028);

8. Peraturan ...ff



8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4693);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun 2017 Nomor 106);

14. Peraturan



14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104

Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan

Belanja negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

1781);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

18. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

Nomor HK.02.02/III/8224/2022 tentang Daftar Penerima

(Lokus) Bantuan Pemerintah Berupa Bantuan Lainnya

Dalam Bentuk Uang Untuk Pemenuhan Prasarana dan Alat

Kesehatan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional

(PEN) Pada Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah Tahun

Anggaran 2022;

19. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda

Aceh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banda

Aceh Tahun 2022 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH TAHUN

ANGGARAN 2022.

Pasal....



Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh

Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022

(Berita Daerah Kota Banda Aceh Nomor 34) diubah sebagai

berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun

Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.377.125.994.131,-, setelah

dilakukan penyesuaian berubah menjadi sebesar

Rp. 1.410.626.047.131,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.364.586.726.179,-

b. Bertambah Rp. 33.500.053.000,-

Jumlah Pendapatan

Setelah Perubahan Rp. 1.398.086.779.179,-

2. Belanja

a. Semula Rp. 1.377.125.994.131,-

b. Bertambah Rp. 33.500.053.000,-

Jumlah Belanja

Setelah Perubahan Rp. 1.410.626.047.131,-

3. Pembiayaan

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 15.339.267.952,-

2) Bertambah Rp._0,-

Jumlah penerimaan

pembiayaan setelah

Perubahan Rp. 15.339.267.952,-

b. Pengeluaran



b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp. 2.800.000.000,-

2) Berkurang Rp.

Jumlah pengeluaran

pembiayaan setelah

Perubahan Rp. 2.800.000.000,-

Jumlah pembiayaan neto

setelah perubahan Rp. 12.539.267.952,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran

setelah perubahan Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari PeraturanWalikota iniyang terdiri dari :

1. LampiranI Ringkasan Penjabaran Perubahan APBK Yang

Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan diubah sehingga

menjadi sebagaimana Lampiran Iyang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari PeraturanWalikota ini;

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBK Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kota yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan

lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja

perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

Pasal 3

Pasal



Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan peraturan Walikota dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Ivota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal bi- Dgs ÿ *sn- 2022 M

1444 H
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Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 01~ \}€V€vniett-. 2022 M
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AERAH ICOTA BANDA ACEH,

BERITA D! ERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022 NOMOR 36
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